
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGY AKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGY AKARTA 

NOMOR 3t;'' \lce�/;1.oci, 

TENTANG 

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KUASA 

PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEW AAN BIDANG 

URUSAN KELEMBAGAAN TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 

(3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana 

Keistimewaaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Pada Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana 

Keistimewaan Bidang Urusan Kelembagaan Tahun 

Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta Tah un

2008 Nomor 11);

8. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah lstimewa

Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34)

MEMUTUSKAN 

Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa 

Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan 

Bidang Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2019 

dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna 

Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan 

Kelembagaan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh 

Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dan 

ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran Dana Keistimewaan yang dikoordinasikan serta 

dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

selaku Bendahara Umum Daerah. 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan 

Dana Keistimewaan Bidang Urusan Kelembagaan Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU secara fungsional bertanggungjawab kepada 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 

Umum Daerah. 

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal \0 t)i .S EV\St R � ,� 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Inspektur DIY;

2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY;

3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

4. Direktur Utama PT BPD DIY;

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebaimana mestinya.
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